KEPALA
BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA

| SALINAN I

PERATURAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PEGAWAI
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan citra, wibawa, disiplin,
tanggung jawab, persatuan dan kesatuan, serta
membangun identitas pegawai, perlu mengatur mengenai
penggunaan pakaian dinas dan atribut bagi pegawai di
lingkungan Badan Pelindungan Pekerja  Migran
Indonesia;

b. bahwa Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan
dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 24
tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Badan Nasional Penempatan
dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 03
tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga

Kerja Indonesia Nomor 24 tahun 2014 tentang Pakaian



Mengingat

Menetapkan :

w B
Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan
Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan
hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu
diganti;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai Badan

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);
Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 599);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT
PEGAWAI BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.

Pakaian Dinas adalah pakaian yang digunakan oleh

pegawai dalam melaksanakan tugas kedinasan.
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2. Pegawai Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
yang selanjutnya disebut Pegawai adalah aparatur sipil
negara dan nonaparatur sipil negara yang bekerja di
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

3. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang
selanjutnya disebut BP2MI adalah lembaga pemerintah
nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana
kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan pekerja
migran Indonesia secara terpadu.

4. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH
adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Pegawai
dalam melaksanakan tugas sehari-hari, termasuk
digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain
sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.

5. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL
adalah Pakaian Dinas bagi Pegawai yang dipakai pada
acara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi ke luar
negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan
pelatihan, pelantikan jabatan, dan penerimaan
penghargaan Satya Lancana Karya Satya.

6. Atribut adalah tanda kelengkapan yang digunakan pada

Pakaian Dinas yang menunjukkan identitas pemakainya.

BAB II
PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2
Pegawai wajib memakai Pakaian Dinas dan Atribut pada hari

kerja.
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Pasal 3
Jenis Pakaian Dinas Pegawai meliputi:
a. PDH;
b. pakaian batik;
c. PSL; dan
pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri

atas:
a. PDHI; dan
b. PDHII.

Pasal 5
(1) PDH I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a
terdiri atas:
a. PDHI pria; dan
b. PDH I wanita.
(2) PDH I pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri atas:
a. kemeja putih lengan panjang dengan les warna
merah putih, tulisan "#SIKAT SINDIKAT" dan "FIGHT
TO SAVE PMI" di belakang;
b. celana panjang warna hitam; dan
c. sepatu warna hitam.
(3) PDH I wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b terdiri atas:
a. kemeja putih lengan panjang dengan les warna
merah putih, tulisan "#SIKAT SINDIKAT" dan "FIGHT
TO SAVE PMI" di belakang;
b. rok pendek/panjang atau celana panjang warna

hitam;
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c. bagi wanita berjilbab menggunakan kerudung/jilbab
dengan motif dan warna menyesuaikan; dan

d. sepatu warna hitam.

Atribut PDH I terdiri atas:

a. badge pelayanan, berbentuk 2 (dua) lingkaran luar
dan dalam, lingkaran luar tulisan "MELAYANI &
MELINDUNGI DENGAN NURANI" warna kuning dan
latar biru tua, serta lingkaran dalam logo BP2MI
dengan latar merah putih yang dipasang di dada
sebelah kiri; dan

b. badge perisai, berbentuk perisai latar merah putih
dengan tulisan "INDONESIA" warna biru di atasnya
yang dipasang di dada sebelah kanan.

PDH I dan Atribut PDH I sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (4) digunakan pada hari Senin dan

Rabu.

Pasal 6

PDH II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b

terdiri atas:

a. PDHII pria; dan

b. PDH II wanita.

PDH II pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

terdiri atas:

a. kemeja biru lengan panjang, tulisan "#SIKAT
SINDIKAT" dan "FIGHT TO SAVE PMI" di belakang,
saku tempel di dada sebelah kiri dan kanan;

b. celana panjang warna hitam; dan

c. sepatu warna hitam.

PDH II wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b terdiri atas:

a. kemeja biru lengan panjang, tulisan "#SIKAT
SINDIKAT" dan "FIGHT TO SAVE PMI" di belakang,

saku tempel di dada sebelah kiri dan kanan;
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rok pendek/panjang atau celana panjang warna
hitam;

bagi wanita berjilbab menggunakan kerudung/jilbab
dengan motif dan warna menyesuaikan; dan

sepatu warna hitam.

Atribut PDH II terdiri atas:

a.

badge nama Pegawai yang dipasang di dada sebelah
kanan di atas saku;

badge BP2MI yang dipasang di dada sebelah kiri di
atas saku;

badge pelayanan, berbentuk 2 (dua) lingkaran luar
dan dalam, lingkaran luar tulisan “MELAYANI &
MELINDUNGI DENGAN NURANI” warna kuning dan
latar biru tua, serta lingkaran dalam logo BP2MI
dengan latar merah putih yang dipasang di lengan
sebelah kiri; dan

badge perisai, berbentuk perisai latar merah putih
dengan tulisan “INDONESIA” warna putih di atasnya

yang dipasang di lengan sebelah kanan.

PDH II dan Atribut PDH II sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (4) digunakan pada hari Selasa dan

Kamis.

Pasal 7

Model, kode warna kain, dan Atribut PDH sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Badan ini.

Pasal 8

Bagi Pegawai wanita yang sedang hamil, dapat memakai

baju bebas dan rapi dengan menyesuaikan warna PDH

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
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Bagian Ketiga
Pakaian Batik

Pasal 9
Pakaian batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b terdiri atas:
a. pakaian batik pria; dan
b. pakaian batik wanita.
Pakaian batik pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri atas:
a. kemeja motif batik lengan pendek/panjang;
b. celana panjang warna hitam; dan
c. sepatu warna hitam.
Pakaian batik wanita sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b terdiri atas:
a. kemeja motif batik;
b. celana panjang/rok warna hitam; dan
c. sepatu warna hitam.
Pakaian batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digunakan pada hari Jumat.

Bagian Keempat

Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 10

PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri

atas:

a. PSL pria; dan

b. PSL wanita.

PSL pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

terdiri atas:

a. setelan jas warna gelap dengan baju dalam lengan
panjang polos warna putih dan memakai dasi dengan
warna menyesuaikan;

b. sepatu pantofel dan menggunakan kaus kaki; dan

c. peci hitam (jika ditentukan).
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PSL Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri atas:

a. setelan jas/blazer dengan rok pendek/panjang atau
celana panjang warna gelap dan baju dalam lengan
panjang polos warna putih;

b. sepatu pantofel; dan

c. bagi wanita berjilbab, menggunakan kerudung/jilbab
dengan motif dan warna menyesuaikan.

Atribut PSL terdiri atas:

a. pin logo BP2MI; dan

b. pin pelayanan berbentuk 2 (dua) lingkaran luar dan
dalam, lingkaran luar tulisan “MELAYANI &
MELINDUNGI DENGAN NURANI” warna kuning dan
latar biru tua, serta lingkaran dalam logo BP2MI
dengan latar merah putih.

Model PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atribut PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kelima

Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia

Pasal 11

Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan pada:

a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik

Indonesia; dan/atau

b. upacara hari besar nasional.

Model pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia sesuai
dengan yang ditentukan oleh Dewan Pengurus Korps

Pegawai Republik Indonesia Nasional.
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BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12
(1) Kepala BP2MI melalui Sekretariat Utama melakukan
pembinaan terhadap kepatuhan penggunaan Pakaian
Dinas di lingkungan BP2MI.
(2) Kepala BP2MI melalui Inspektorat  melakukan
pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di

lingkungan BP2MI.

Pasal 13
Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai sebagaimana diatur dalam
Peraturan Badan dilaksanakan sesuai dengan Kketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14
Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Pegawai tetap
menggunakan PDH II sebagaimana diatur dalam Peraturan
Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia Nomor 24 tahun 2014 tentang Pakaian Dinas
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Nasional
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor
03 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia Nomor 24 tahun 2014 tentang Pakaian Dinas
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Nasional
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sampai
dengan diadakannya Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai yang

diatur dalam Peraturan Badan ini.
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan
Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Nasional
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Berita
Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1747)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor
03 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Nasional
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Berita
Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 625), dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

KEPALA

BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RHAMDANI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1536
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PLT. KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS,
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LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PEGAWAI
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA

PAKAIAN DINAS HARIAN

A.

05cm

PDH 1
1. SETELAN ATAS

#FFFFFF

Tem

dom
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2. ATRIBUT

#02075D
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3. PDHI PRIA

Keterangan:

a. badge perisai

b. les merah putih

c. kerah tegak

d. badge pelayanan

e. celana panjang warna hitam
f.  sepatu warna hitam

g. tulisan “#SIKAT SINDIKAT” dan “FIGHT TO SAVE PMI”
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4. PDH I WANITA

a

Keterangan:

a. badge perisai

b. les merah putih

c. kerah tegak

d. badge pelayanan

e. rok pendek atau celana panjang warna hitam
f.  sepatu warna hitam

g. tulisan “#SIKAT SINDIKAT” dan “FIGHT TO SAVE PMI”
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5. PDH I WANITA HIJAB

Keterangan:
a. badge perisai
b. les merah putih

c. kerah tegak

d. badge pelayanan

e. rok panjang atau celana panjang warna hitam
f.  sepatu warna hitam

g. tulisan “#SIKAT SINDIKAT” dan “FIGHT TO SAVE PMI”
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B. PDHII
1. SETELAN ATAS

2. PAKAIAN DINAS HARIAN 2

HFFFFFF

7cm 7cm

2. ATRIBUT
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PDH II PRIA

H#2BAT)

Keterangan:

a
b.

o o

=

5w

[

badge nama Pegawai

badge perisai

saku tertutup kanan

kerah tegak

badge BP2MI

badge pelayanan

saku tertutup kiri

celana panjang warna hitam

sepatu warna hitam

tulisan “#SIKAT SINDIKAT” dan “FIGHT TO SAVE PMI”
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4. PDH Il WANITA

as w -

Keterangan:

a. badge nama Pegawali

b. badge perisai

c. saku tertutup kanan

d. kerah tegak

e. badge BP2MI

f.  badge pelayanan

g. saku tertutup kiri

h. rok pendek atau celana panjang warna hitam

[N

sepatu warna hitam
j.  tulisan “#SIKAT SINDIKAT” dan “FIGHT TO SAVE PMI”
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5. PDH Il WANITA JILBAB

Keterangan:

badge nama Pegawai

a.
b. badge perisai

c. saku tertutup kanan

d. kerah tegak

e. badge BP2MI

f. badge pelayanan

g. saku tertutup kiri

h. rok panjang atau celana panjang warna hitam

[e—y.

sepatu warna hitam
j.  tulisan “#SIKAT SINDIKAT” dan “FIGHT TO SAVE PMI”



C. ATRIBUT PSL

PIN PELAYANAN

| Diameter 4,5 cm
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PIN LOGO BP2MI

2cm

1 3cm | |

KEPALA

BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,
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BENNY RHAMDANI



